
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 59: Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoneeia Nomor 10$2); 

2. 1.lndang-Ubdang Nomor 8 s'1'ahun 1974 tentang 
P,okok-Pokpk · Kepegawaian {Lembaran Negara 
~epublik : Indonesifl Tahun 1974 Nomor 55, 
'll.ambahan· Lembaran Negara Republik Indonesia 
J'iomor 3041} sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perubaha:n Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890}; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
d.imaksud dalam huruf a perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu; 

: a. bahwa Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu telah 
ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2012 dan telah 
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga 
Tahun 2012 Nomor 3 pada tanggal 27 Februari 
2012; 

WALIKOTA SIBOLGA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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Menirnbang 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA 
NO MOR 3 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA SIBOLGA 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA 
NOMOR: 180/ 05/ 2012 

WALIKOTA SIBOLGA 
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10. ~r,raturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi clan 
Togas Pembantuan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nornor 203, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4023); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 200 I 
tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4095); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor. 125, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) ; 

.5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repub]ik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah 
(Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tfiliun 1988 Nomor .10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3373); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 
tentang Penyelengaraan Togas Pemban.tuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4106); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 
tentang pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4124); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 
ten.tang Pengangkatan . Pegawai Negeri Sipil dalam 
Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Tahun 2002 
Nomor 33, tambahan Lem.baran Negara Nomor 
4194); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Nomor 4263); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
mor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
ten.tang Pengelolaan Keuangan Daerah · (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

19. Beraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
'· 

tfntang Pembagian. Urusan Pemerintahan Antara 
~emerint~, Pemerintahan Daerah Provinsi, 
Bemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
1egara Tahun 2P07 Nomor 82, Tambahan 
I.Jembaran;Negara Nomor 4737); 

20. fleraturan; Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 
t~ntang Organisasi -· Perangkat Daerah (Lembaran 
l'fegara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
:fiegara Nomor 4741); . 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4816); 
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Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu. 

Pasal 2 

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Sibolga. ,·, 

2. Walikota apalah Walikota Sibolga. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat · Daerah 
:J 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. :) : 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA 
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN 
TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN 
TERPADU KOTA SIBOLGA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nornor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Togas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di 
Wilayah Provinsi [Lembaran Negara .. Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 

23. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal; 

24. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan 
Daerah; 
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Agar · setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Sibolga . 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di.undangkan. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah. 

BAB II 
PELAKSANAAN 

Pasal 3 
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